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Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi adalah salah satu kebijakan prioritas dalam periode kedua
pemerintahan Presiden Joko Widodo yang diimplementasikan dengan cara memangkas jabatan
administrasi dan di disetarakan menjadi jabatan fungsional. Mekanisme pelaksanaan kebijakan
ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke
Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis bagaimana bentuk kebijakan pemerintah terhadap penyederhanaan
Birokrasi di instansi pemerintah dan implikasi hukum yang timbul dengan adanya kebijakan
penyederhanaan birokrasi terhadap penataan jabatan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.A A Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data-data
tersebut diperoleh dianalisis dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan
objek penelitian. Analisis penelitian dilakukan dengan normative kualitatif dan menggunakan
penafsiran hukum gramatikal.A A Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa
kebijakan ini berlaku bagi intansi pemerintah pusat dan daerah dengan cara menyetarakan
jabatan administrator, pengawas dan pelaksana menjadi jabatan fungsional dan menimbulkan
implikasi hukum terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apartur Sipil Negara
yang termasuk didalamnya perubahan terhadap tunjangan kinerja, jabatan dan pengembangan
karier PNS yang jabatannya disetarakan.Kata Kunci :A A Kebijakan, Birokrasi, Pegawai Negeri
Sipil
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